
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR          : 051.2/Kep.  855-Kec.Arjawinangun/2023
LAMPIRAN     :  1  (satu ) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang            :   a.       bahwa      berdasarkan      ketentuan      Pasal      273
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan   Daerah   bahwa   Perangkat   Daerah
perlu  membuat  Rencana  Kerja  yang  berpedoman
kepada  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  yang
memuat  program,  kegiatan,  lokasi,  dan  kelompok
sasaran    yang    disertai    indikator    kinerja    dan
pendanaan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  setiap
Perangkat  Daerah  dan  digunakan  sebagai  bahan
penyusunan rancangan RKPD;

b.      bahwa berdasarkan ketentuan pasal  125 Peraturan
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    86   Tahun    2017
tentang Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang   Rencana
Pembangunan,    Jangka     Panjang     Daerah     dan
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah,   Rencana   Pembangunan
Jangka   Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Kerja
Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana
Kerja     Perangkat     Daerah     ditetapkan     dengan
Keputusan Kepala Daerah;

C.

Men8ingat

bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan     Keputusan     Bupati     tentang     Tim
Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun
Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

:    1.       Undang-Undapg   Nomor   14   Tahun   1950   tentang
Pembentukan   Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat   (Berita  Negara
Republik        Indonesia        tanggal        8        Agustus
Tahun   1950)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang   Nomor   4   Tahun    1968   tentang



Pembentukan       Kabupaten       Purwakarta       dan
Kabupaten          Subang          dengan          mengubah
Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1950   tentang
Pembentukan   Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam
Lingkungan    Propinsi     Djawa    Barat     (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  1968  Nomor  31,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang
Sistem      Perencanaan      Pembangunan      Nasional
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004
Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4421);

3.       Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor    244,    Tamabhan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan   Undang-undang   Nomor   6   Tahun   2023
tetang       Pene tapatan       Pe raturan       Pe me rintah
Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang    Cipta    Kerja    menjadi    Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023
Nomor  41,  Tamabahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856)

4.       Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016
tentang    Perangkat    Daerah     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2016     Nomor     114,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5887)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019
tentang   Perubahan   atas    Peraturan    Pemerintah
Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2019
Nomor   187,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6402);

5.       Peraturan    Pemerintah    Nomor    2    Tahun    2018
tentang   Standar   Pelayanan   Minimal    (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  2,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6178);

6.       Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6322);

7.       Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun    2019
tentang   Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2019    Nomor    52,    Tambahan
Lembaran           Negara           Republik           Indonesia
Nomor 6323);

2



8. PerafurmPresidenNornor59Tchun2017tentangPelaksEmrm
Pencapa±an  Thjuan  Pembangiman  Berkelanjutan  (I.erhharm
NegrlaRquibmindonesiaTchun2017Nomor136);

9.       Perafuran Mented Dalam Negeri Nomor 80        Tchun 2015
tentang Pernbenfu]un froduk Huluni Daerch (Beta Negra
Rqubife Indonesia     Tchun 2015 Nonrm 2036) sebagrri±
telch diLibin dengri REfuran Menteri Daha Neged Nonor
120 Tchun 2018 ten:tang Penihahan   afas Perafuran Mentgri
Ifa]an Negeri Nornor 80      TchLm 2015 tentang Pembenti]ha
Produk Hulm haerah  (Berita  Negra  Rqubhik  Indonesia
Tchun 2018 Nomor 157) ;

10.     Perafulan Mented Dalam Negeri Nomor 86        Tchun 2017
tentang Tafa Cara Peruncanaan,  Pengqudalin dan Evah]asi
Prmbangurrm   hacah,    Tata   Cara   Evah]asi   Fchcangr
Perafuran  hach  tin:tang  Rencana  Pem]rmgurm  Jangfa
PanjangTherahdanRencanaPemhangimanJangpraMenengrh
ha!ch,  ± Tafa Cara Penibchan Rencara Pen].hagurrm
Jinedra   Finjang   haerch,   Rencama   Pembangrm  Jan8fa
Menengrh  hacah,  dan  Rencam  Kelja  Pemerfufah  haerah
(Berita Negrra Rqublik hodonesin Tchun 2017             Nomor
1312);

11.     Perafuran Mented m]am Negeri Nonor 90        Thhun2019
tmtang Klasifihasi, Kodefihasi, dan Nomenk]al]ur Perentarmi
PchbangL- dan Keuangari Daerah (Berita Negara Rqumk
Indcmesia Tchun 2019 Nomor 1447) junto Kepufusrm  Menteri
ha]an   Negch Nomor 050-5889 Tthun 2021  tentang lfasil
Verifikasi dan Validasi Permfalchiran Klasifihasi, Kodefihasi,
dan  Nonenlda:fur Perencanaari PemhangLman (in  Keungri
inch;

12.     Pera:furm Mented Da]am Negeri  Nomor  18        Tchun 2020
tentang Pera:furan Pelakeanaan Perafuran Pemerinfah  Nonor
13Tthm2019tentanghaporandanEvahaasiPenyelenggrari
Penerinthan  haerah   (Berita  Negara  Rqumk  indorMfa
Tdr2020Nonor288);

13.     Pera:furan Mented Da]am Negeri Normr 77        Taliun 2020
tmtang   Pedorlrm   Telmis   Pengelolaan   Kouangri   Theral
(BeritaNegrlaRepubhiklndcmesiaTthun2020Nomor1781);

14.     Pera:furan Mented Da]am Negeri Nomor  17        Tal]un 2021
tentang   Pedornari  Penyunmari   Rencana  KeD.a   Pernerinfah
haerah Tchun 2022 (Berita Near:a Rapumk hadonesia Tahun
2021 Nomor 1781);

15.     Perafulan   Menteri   Pendayagimaan   Aparalur   Negrra   dan
Reformasi    Birdhasi    Nomor    17    Tahun   2021    tentang
PenyefaraanJal:inAdmhishasikedalamJal]ainFungrtonal
(BeritaNegrraRqumkindcmesiaTchun2021Nomor525);

16.     Pera:furan   Mentch   Pendayagimaan   AparatJr   Negra   dan
Reformasi    Bfrohasi     Nomor    25Tchun    2021     tentang
Penyederhanan Strdrfur Orgrjsasi pada lnstansi Pemerinfah
unfuk  Penyedchanaan  Birohasi  (Berita  Negara  Rqublik
hadonesiaTrfum2021Nomor546);

17.     Pera:furm haelah Kfahapaten ciiebon Ncmor 12             Tahm
2016 tentang Penhafulen dan Susrma[n Peranfrot man



iJabatan     Fungsional     (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

16.    Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan  Reformasi  Birokrasi   Nomor   25  Tahun  2021
tentang Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada
Instansi      Pemerintah      untuk      Penyederhanaan
Birokrasi       (Berita      Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2021  Nomor 546);

17.    Peraturan   Daerah   Kabupaten  Cirebon  Nomor   12
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor  12)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2021
tentang     Perubahan     atas     Peraturan     Daerah
Kabupaten Cirebon  Nomor  12 Tahun  2016 tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021  Nomorl);

18.    Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   7
Tahun    2019    tentang    Rencana    Pembangunan
Jangka    Menengah    Daerah    Tahun    2019-2024
(Lembaran         Daerah         Kabupaten         Cirebon
Tahun  2019  Nomor  7)  sebagaimana  telah  diubah
dengan    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Nomor   6   Tahun   2021   tentang   Perubahan   atas
Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2019  tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019-2024   (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

19.    Peraturan  Bupati  Cirebon   Nomor   1   Tahun  2022
tentang  Kedudukan,   Susunan   Organisasi,   Tugas
dan   Fungsi   serta  Tata   Kerja   Perangkat   Daerah
Kabupaten    Cirebon    (Berita    Daerah    Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

20.    Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  33  Tahun  2022
tentang   Tugas    dan    Fungsi    serta   Tata    Kerja
Kecamatan    (Berita    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan     :   Surat   Edaran   Bupati   Cirebon   Nomor   051.23/   359/
Bappelitbangda    tanggal    27    Januari    2023    tentang
Pedoman  Penyusunan  Penyempurnaan  Rancangan Awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
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MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:   Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan
Arjawinangun     Kabupaten     Cirebon    Tahun     2024
dengan       susunan       keanggotaan       sebagaimana
tercantum  dalam   Lampiran yang merupakan bagian
tidak telpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

:   Tim Penyusun Rencana Kelja sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bertugas untuk :
a.   mengumpulkan dan mengolah data dan informasi

terkait
1)   data     hasil     evaluasi     pelaksanaan     Renja

Kecamatan tahun sebelumnya.
2)  data    capaian    realisasi    indikator    Standar

Pelayanan   Minimal,   data   realisasi   indikator
SDGs/Tujuan     Pembanguan     Berkelanjutan,
data  realisasi  indikator  kinerja  kunci  urusan
pemerintahan   tahun   sebelumnya   dan   data
proyeksinya.

b.   menginventarisir,   mempelajari   dan   menerapkan
peraturan            perundang-undangan            (baik
undang-undang ,          peraturan          pemerintah ,
peraturan    menteri    dalam    negeri,    peraturan
menteri    teknis,    peraturan    daerah,    peraturan
bupati)  yang  terkait  perencanaan  pembangunan,
penganggaran  daerah  dan  urusan  pemerintahan
yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

c.    mempelajari  dan  mengimplementasikan  panduan
atau     petunjuk     teknis     terkait     Penyusunan
Dokumen   Rencana   Pembangunan   Daerah   dan
Dokumen Rencana Perangkat Daerah.

d.   menyusun  agenda  kerja  Tim  Penyusun  Rencana
Kerja Kecamatan Arjawinangun.

e.    menyusun     rancangan     awal     Rencana     Kerja
Kecamatan Arjawinangun Tahun 2024.

f.    melaksanakan     forum     Organisasi     Perangkat
Daerah   untuk   membahas   rancangan   Rencana
Kerja    Kecamatan    Arjawinangun    Tahun    2024
dengan     Organisasi     Perangkat     Daerah     dan
stafeehozc!er lain yang terkait.

9.    menyusun    rancangan     akhir    Rencana    Kerja
Kecamatan Arjawinangun Tahun 2024.

h.   melakukan  pengendalian  penyusunan  kebijakan
dokumen rencana ken.a perangkat daerah.

Tim    Penyusun    menyampaikan    rancangan    akhir
Rencana         Kelj a         Kecamatan         Arj awinangun
Tahun   2024   kepada  kepala  Bappelitbangda  untuk
dilakukan verifikasi.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

:   Dalam   hal   hasil   verifikasi   sebagaimana   dimaksud
pada   Diktum   KETIGA   ditemukan   hal   yang   perlu
disempurnakan,       Bappelitbangda       menyampaikan
saran  dan  rekomendasi  penyempurnaan  rancangan
akhir  Renja  Kecamatan,  maka  Tim  Penyusun  harus
memperbaiki     dan     menindaklanjuti     rekomendasi
dimaksud.

:   Biaya   yang   timbul    sebagai   akibat   ditetapkannya
Keputusan        ini,    dibebankan         kepada        APBD
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

:   Keputusan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal   30   Agustus   2023

BUPATI  CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan  Perencanaan Pembangunan,  Penelitian dan  Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para  Anggota  Tim  Penyusun Rencana Kelja Kecamatan Arjawinangun

Tahun 2024.
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LAMPIRAN :  KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR        :   051.2/Kep.  855  -Kec.Arjawinangun/2023
TANGGAL    :    30   Agustus   2023
TENTANG    : TIM            pErwusuN            RENCANA            KERjA

KECAMATAN        ARJAWINANGUN         RABU PATEN
CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTRAN
TIM PENYUSUN RbNCANA KERJA

KECAMATAN ARJAWINANGUN RABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

I.       Penanggungjawab      :     Camat Arjawinangun
11.      Ketua Tim                       :     Sekretaris Kecamatan Arjawinangun
Ill.     Sekretaris                       :     Kepala sub Bagian program dan Keuangan
IV.     Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator                   :     Kepala seksi Ekonomi, Pembangunan dan sosial
Anggota                            :     Adis Yanuar, SH

Pokja 11 Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator                   :    Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian
Anggota                            :     1.  Efa Nurfitriana

2.  Gina Sabilah W

Pokja    Ill     Analisis     Data       dan       Narasi    Tiap     Bab     dalam     Renja
Perangkat Daerah

Koordinator
An88Ota

:    Kepala seksi pemerintahan
:     1.  AgusHamid

2.  Bunawi
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PEMERINTAH  KABUPATEN CIRE`B0N
fflcArdATAN ARTAwlNANGUN

Jalan Pchlawan No.22 Telp. (0231) 77550011 Kode Pos 45161

CIREB0N

NOTA  DINAS

KepadaYth        :   BapakBupaticirebon
Dari                     :   Camat Adawinangun Kabupaten cirebon
Tanggal                :   01 Maret 2023
Nomor
Sifat
Lanpiran
Perihal

:   051.2/IQ%ec
:   Penting
:    1 (satu) bendel
:   Permohonan  Kesediaan  Pengesahan  Keputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Tim

Penyusun Rencana Kerja Kecanatan  Ariawinangun Kabupaten  Cirebon  Tahun
2024

Disampaikan  dengan  homat,     bahwa  berdasarkan  Pasal   125   Peraturan

Menteri  Dalan Negeri  Nomor  86  Tahun 2017  tentang    Tata  Cara Perencanan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan  Daerch  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan

Rencana  Pembangunan  Jan9ka  menengah  Daerah,  sera  Tata  Cara  Perubchan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah Daerch, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu

membentuk  Tim  yang  bertugas  menyusun  Rencana  Keria  (Renja)  yang  sesuni

dengan Rencana Strategis (Reustra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kani mohon perkenan Bapck untuk dapat

mengesahkan  Keputusan  Bupati  Cirebon  Tentang  Tim  Penyusun  Rencana Keria

Qenja)  Kecamatan  Aljawinangun  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2024  sebagaimana
terlanpir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapck, kami sanpaikan  terima kasih.

CAMAT ARTAwn`IANGUN

1           ?.q.A,rlt:

-"`A,   ,`
i_      -rt           _ _

`DEDI EFENDI. S.Sos.MM
Pembina TK I
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